
 

 

 

KEMENTERIAN PARIWISATA  
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  

TELEPON (021) 3838162, 3838023; FAKSIMILE (021) 3848245, 3510090 

 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA 
 

NOMOR : SK.18/UM.201/SESMEN/KEMPAR/2018 
 

TENTANG 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA 

 
SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan 

Kementerian Pariwisata yang akuntabel dan tertib 

administrasi serta dapat mewujudkan laporan keuangan 

dengan opini wajar tanpa pengecualian, diperlukan 

sebuah petunjuk pelaksanaan; 

  b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf  a, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Kementerian Pariwisata tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4786);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  



- 2 - 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden  

Nomor  4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Negara; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 

tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan 

Dana dan Perencanaan Kas; 
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13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 

Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 Tata Cara 

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 

tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada 

Satuan Kerja Pengelola APBN; 

16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1584); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PARIWISATA. 

 

KESATU :  Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan di 
Lingkungan Kementerian Pariwisata dilaksanakan sesuai 
dengan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Sekretaris Kementerian ini. 

 
KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU digunakan sebagai acuan bagi setiap satuan kerja 

dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian 
Pariwisata dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban 
keuangan. 

 
KETIGA : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta   
pada tanggal 15 Januari 2018 
 

 
SEKRETARIS KEMENTERIAN 

      
UKUS KUSWARA 

 


